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PENETAPAN
Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Jmr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : SURYADI

NIK : 3509270808600004

Tempat /Tgl Lhr : Jember, 08 Agsutus 1960

Umur : 59 Tahun

Tempat tinggal : Dsn Utara, RT. RW 001/021. Ds. Kalisat,
Kec. Kalisat, Kab. Jember

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun

Status Perkawinan : Kawin

Jenis Kelamin . Laki-laki

Kewarganegaraan "W NI

Sebagai Pemohon ;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada advokat H.
AKHMAD HOLIQ AFFANDY, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus
sebagaimana terlampir dalam perkara ini;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah membaca permohonan pencabutan surat permohonan dari

Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17
Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jember pada tanggal 17 Januari 2020 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2020/PN
Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa SURYADI (PEMOHON) dilahirkan di Jember pada tanggal

08 Agustus 1960 dari pasangan suami isteri yang bernama MI'AN
dan B. MI’'AN ;

- Bahwa dalam KTP dengan NIK 3509270808600004,KK dengan

N0.3509272509050855, Kutipan Akta Nikah dengan No.
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190/08/X1/1983 dan surat pendaftaran pergi haji nomor SPPH :
132001065 tertulis atas nama SURYADI (PEMOHON) ;

- Bahwa namun dalam paspor pemohon nomor AS 958325 tanggal
10 September 2014 tertulis nama MUHAMAD ANIS (nama anak
pemohon) ;
- Bahwa sedangkan foto dan cap ibu jari atas nama SURYADI
(PEMOHON) ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti dan menetapkan
nama Pemohon SURYADI dalam paspor pemohon ,dengan nomor
AS 958325 tertanggal 10 September 2014 ;

- Bahwa permohonan PEMOHON ini digunakan untuk persyaratan

melaksanakan ibadah haiji ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima,

memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan nama SURYADI dalam paspor Nomor AS 958325
tertanggal 10 September 2014 ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi
putusan perkara ini;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon telah hadir.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon telah
mengajukan permohonan tertulis yang pada pokoknya mencabut surat
permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan surat
permohonan tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara
Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan
Pengadilan (hal. 29) menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan voluntair
adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang
ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Negeri. Bahwa masalah yang diajukan dalam sebuah permohonan

bersifat kepentingan sepihak saja. Permasalahan yang dimohon penyesuaian

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain,
artinya tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi
bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (ex-parte).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini pada prinsipnya tanpa
sengketa dengan pihak lain, dan merupakan kepentingan Pemohon saja
sehingga merupakan hak pula bagi Pemohon untuk mencabut permohonan atas
kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan
hukum bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut maka
Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau
petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PN
Jmr dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut maka
Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima  pencabutan  surat  permohonan perkara  nomor
28/Pdt.P/2020/PN Jmr tersebut;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember atau petugas
yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 28/Pdt.P/2020/PN
Jmr dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang
berjalan;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini sebesar Rp. 107.800,00 (seratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Ni Gusti

Made Utami, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jember, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., sebagai
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Nova Yorista Asmara, S.H. Ni Gusti Made Utami, S.H.
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Perincian biaya :

1. Materai ... : Rp. 6.000,00;
2. RedakSi.....ccccccveieviiiiiiiiiiiin, : Rp. 10 000,00;
3. Pemberkasan/Proses ............. : Rp. 50.000,00;
4. Pendaftaran ...... e Rp. 30.000,00;
5. Penggandaan : Rp. 1.800,00;
6. PNBP Panggilan ................... : Rp. 10.000,00;

Rp. 107.800,00;
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